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PERATURAN DAERAH KABUFATEN JEFPARA

NOMOER 7 TAHUR 2000

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA

DENGAN ERAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI JEFARA,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa agar lebih terarah,
berdavaguna dan berhasil guna, diperlukan
susunan organisasi yang baik dan tata kerja
Femerintah Deca vang jelas;

kbahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a ,
dipandang perlu mepetapkan FPedoman susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
dengan Feraturan Daerah.

Undang-undang HNeomor 13 Tahun 1550 tentang
Pemhentukan Daerah-daerah Eabupaten Dalam
LEingkungan FPropinsi Jawa Tengah;

ndang-undang Homor 22 Tahun 199% tentang
pemerintahan Daerah [ Lembaran Negara Tahun
19499 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Romor
3839 }: ;

Feraturan Menteri Dalam Negeri Momor 4 tahun
159% tentang Fencabutan Beberapa Feraturan
Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menterl Dalam
Hegeri dan Instruksl Menteri Dalam Negeri
Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Xomor &
tahun 1%79 tentang Femerintahan Desa ;

Keputusan Menteri Dalam Wegeri Homor &3 Tahun
1599 tantang Fetunjuk Pelaksanaan dan
Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

5. Keputusan ....




5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 taentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARX

MEMUTUSEAN

Menetapkan : PEEATURAN DAERAH EABUPATEN JEPARA TENTANG PEDOMAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESH.

BRE I
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dasrah ini vang dimaksud dengan

a4, Daerah adalah Kabupaten Jepara ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Fabupaten Jepara :

<. Bupati adalah Bupati Jepara :

d. Camat adalah Camat vang wilayah kerjanya meliputi Desa vang
bersangkutan

e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada Di Daerah : .

f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan vang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Eadan Perwakilan Desa ;

g. Badan Perwakilan Desza vang selanjutnya disebut BFD adalah
Badan Ferwakilan vang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakatdi
Deza yang berfungsi mengavomi adat istiadat, membuat peraturan
Desa, menampuhg dan menyalurkan agpirasi masyarakat serta
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Deza ;

h. Feraturan Desa adalah semua Peraturan vang ditetapkan oleh
Fetinggi setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa:

i. Dusun adalah bagian wilayah dalam desga Yang merupakan ling-
kungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.

BAB II
KEDUDUEAN, TUGAS DAN FUNGSI
Eagian Pertama
Fedudukan
Pasal 2
Pamerintah Desa berkedudukan egebagai wunsur penyvelenggara

Femerintahan Desa.

Bagian Kedua



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pazgal 3

{1) Pemerintah Desa mempunyal tugas menyeletnggarakan
Femerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemagyarakatan.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1},
FPemerintah De=a mempunyai Fungsi
a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan De=sa ;
Pambinaan umum masvyarakat ;
Pembinaan ketentaraman dan ketertiban ;
fembinaan perekonomian masyarakat desa ; .
Femeliharaan lingkungan hidup, ketentraman, ketertiban
desa ;
Perlindungan kelestarian adat istiadat dasa ;
Felayanan umim kepada masvarakat ;
Ketatausahaan.
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BAE III
OEGANISASI
Bagian Pertama
Susunapn Organisasi
Pasal 4

{1} Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari
a., Kepala Desa ;

b. Perangkat Desa.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yanhg merupakan bagian tak
terpisahkan dari Paeraturan Daerah imi.

Pasal b5
Susupan OQrganisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
dalam FPasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Kedua
Petinggi
Pasal &
(1} Petinggi memimpin Desa berdasarkan kebijakan vang

ditetapkan bersama BFD.

(2] Petinagi




=

won o asaitpunyai tuges dan kewaiiban

a. memimpin penyvelenggaraan Pomar inf abane M

b. membina kehidupan masvarakal Desa ;

c. mamprina pereXonamian Desa

d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Dasa;

€. mendamaikan perselisihan masyarakat 4i desa ;

f. mewakili desanya di dalam dap 4i luar pengadilan dan

dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
mengajukan Eancangan Peraturan Desa dan bersama BPD
meénetapkan sebagal Peraturan Desa

h. mengayomi adat igtiadat vang hidup dan berkembang di
desa Yang bersangkutan sepanjandg Mmenunjana
kelangsungan pembangunan;

1. Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Ferangkat Desa
Pasal 7

({1). Perangkat Dasa bertugas membantu Fetinggi dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban gsebagaimana dimaksud
pada Pasal 6.

{2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud arat (1),
Perangkat Desa mempunyai fungsi
4. Perencana, pelaksana dan penyusun laporan kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Daesa.
b. Pelayanan masyarakat.
c. Pelindung dan Pengayom masyarakat.

Pazal a

Perangkat Desa terdiri dari
a2. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan ;
. Unsur Pelaksana, vaitu unsur pelaksana teknisz lapangan
C. Ungur Wilayah, yaitu unsur pembantu petinggi di Wilayah
bagian Desa (dusun).
Fagal o

{1) Unsur staf =ebagaimana dimaksud Pasal & huruf a
dipimpin oleh seorang Carik vyang mempunyai tugas
membaerikan pelayanan teknis administratif,
kerumahtanagaan, keuangan dan perlengkapan Dega.

(2} Carik dalam menjalankan tugasnya bertangoung Jawab
kepada Patingai.

{3) Carik dalam menjalankan tugasnva dibantu cleh
a. Hepala Urusan Keuangan :
b. HKepala Urusan Umum/Tata Usaha.

(4} Kepala Urusan Keuangan dan Tata Usaha Dalam menjalankan
tugasnya bertanggung jawab kepada Carik.

Pasal 10



Pasal 10 [

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas
a. melakukan administrasi keuangan.
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

Pasal 11

Tata Usaha mempunyai tugas

melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa ;
melakukan urusan rumah tangga ;

mangatur penvelendgaraan rapat-rapat dan upacara ;
melakukan urusan tata usaha Desa ;

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Carik.

FhoD Ol ok

Pasal 12

{1} Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b
terdiri dari
a. Kebavyan:
. Ladu;
. Madin;
d. Petangan.

(2) Unsur Pelaksana dalam menjalankan tugasnya bertanggung
jawab kepada Petinggi.

Pasal 13

Kebayan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengelah dan mengevaluasi data dibidang
pemerintahan ;

b. melakukan pelarvanan kepada masyarakat dibidang

Pemerintahan, keagrariaan =sesuaji peraturan perundang-

undangan vang herlaku ;

membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum {PEMILU);.

membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan

bangunapn (PBE)

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Petinggi.

&0

Pacal 14

Ladu mempunyai tugas

a. melakukan pelayanan pada masyarakat dihidang
" perekonomian, pembangunan dan kessejahteraan masyarakat ;
b. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
partigipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian
dan pelaksanaan pembangunan ;

melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan ;
melakukan kegiatan pembinaan perkoperasian, pengusaha
akonomli lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam
rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Petinggi.

B0

Pazal 15



Fasal 1&

Modin mempunyai tugas

2. melakukan pelayvanarn dan pembinaan dalam bidang keagamaan,
kemasvarakatan, kesehatan, Keluargsa Berancana dan
Pendidikan Masyarakat :

b. membantu kegiatan pengumpulan zakat, infag, sodagoh dan
kegiatan sosial lainnya :

@. membantu  pelaksanaan pembinaan  kegiatan Organisasi
Kemasyarakatan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Fetinggi.

Pazal 15

FPatangan mempunval tugas

a. melakukan pelayvanan dan pembinaan ketenteraman dan
ketertiban masyarakat ;

b. membantu penyelenggaraan kegiatan dan administrasi
Fertahanan Sipil ;

c. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dangan
pembinaan kerukunan warga :

d. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran
bantuan kepada masyarakat =zertaz melakukan kegiatan
pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;

a. melaksanakan tugas-tugas lain yang dikerikan aleh
Patinggi.

Fazal 17
Unsur Wilayah =ebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf o
adalah Kamituwo.
Pazal 18
Kamituwo mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas
operasional Petinggi dalam wilavah kerjanya dan bhertanogung
jawab kepada Petinggi.
Fagsal 19
(1) Jumlah Unsur Staf, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah
sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat disesuaikan dangan
kebutuhan dan kemampuan Desa.
{2) Apabila Kemampuan Desa memungkinkan HXepala  Urusan
FKeuangan, Kepala Urusan Umum/Tata Usaha, Unsur Pelaksana

dan Unsur Wilayah, cebagaimana dimaksud Pasal & dapat
dibantu oleh secrang pembantu.

BAE TV




EAR IV
TATE KERJA
Fa=sal 20

(1) Dalam malaksanakan tugas dan kewajibannya Patinggi
bertanggung jawabh kepada rakyat melalul BFD dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
dengan tembusan Camat.

(2) Pertanggungjawaban dan lapocran pelaksanaan tugas
Fetinggi =sebagaaimana dimaksud ayat (1) disampaikan
sakurang-kurangnya sekali dalam setabhun pada setiap
akhir tahun anggaran.

BARE ¥
EETENTUAN PERALIHAN
Pagal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini
sgpanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
aleh Bupati.

Pasal 22

{1} Selambat-lambatnys dalam jangka waktu 1 {satu) tahun
setelah kerlakunya Peraturan Dagrah ini, Petinggi harus
sudah menetapkan susunan organisasi Pemerintah Desa yvang
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

{2) Jabatan FKepala Desa, Sekretaris Desa dan Hepala Dusun
vang ada pada sazat berlakunya Peraturan Daerah ini
dianggap sebagai Jabatan Petinggi, Carik dan Kamituwo
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Jabatan Hepala Urusan, Pembantu Eepala Urusan  dan
Paembantu FKepala Dusun yvang ada pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini ditata kembal: s=sesuai Susunan
Organisasi Pemerintah Desa menurut Peraturan Dasrah ini.

BaBE VI
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 23
Dengan berlakunya FPeraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomeor 12 tahun 1982
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
dan Perangkat Desa, serta ketentuan lain yang hertentangan

dan tidak sesuai dengan Peratiuran Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Fasal 24



Pagal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supava setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 September 2000

BUPATI JEP

—
Dre. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 12 Ssptember 2000

SEEEETARIES DAE JEPARA

RG MARTC.IO

Pembina Tk. I
HIP 010072015

LEMEARAN DAERAH KABUPATEN JEPAEA TAHUN 2000 NOMOR # SERI D NO. 3



PENJELASAN
ATAS

FPERATURAN DAERAH KABUPATEN JEFARA
HOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

L.

IT.

PERJELASAN UMUM,

debagaimana diketahul bahwa sebagai tindak lanjut
pelaksanaan Undang-undang Heomer 22 tahun 1999, Khususnya
mengenal Pemerintahan Desa, Menteri Dalam Negeri telah
menatapkan beberapa peraturan, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Dalam Hegeri Homor 4 Tahun 199%9%
tentang Fencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam
Negeri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri dalam
Negeri mengenal Pelaksanhaan Undang-undang HNomor 5
Tahun 1979 tentang Pamerintahan Desa ;

2. Eeputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 63 Tahun 1999
tentang Petunjuk Felakszsanaan dan Panyesuaian
Perigtilahan Dalam Fenyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan Eelurahan ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 19499
tentang Pedoman Umum FPengaturan Mengenal Desa.

Zehubungan dengan hal tersebut 4di atas, dipendang
parlu meninjau kKemball Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jepara Nomor 12 tahun 1982 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Ferja Femerintah Desa dan FPerangkat
Desa, untuk disesuaikan dan menetapkan Kembali Susunan
Organisasi dan Tata HKerja Pemerintah Desa dengan
Feraturan Dasral.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 /4 3 : cukup jelas.

Fasal & avat (1) : cukup Jjelas

Fasal 6 avat (2) : Untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya Fetinggi wajib bersikap
dan bertindak adil, tidak

digkriminatif serta tidak mempersulit
dalam memberikan paelayanan kepada
masyarakat.

huruf a : Dalam Penyelenggaraan Femerintahan
Desa  termasuk didalamnva pendataan
penduduk untuk kepentingan nasicnal
dan melaporkannva kepada Feamerintah
melalul Bupati dengan tembusan Camat.

huruf e : Dalam mendamaikan pergelisihan,
petinggl Jdapat dibantu oleh Lembaga
Kemasyarakatan Desa vyang ada, d4dan
eggala perselisihan rang telah
didamaikan petinggi mengikat pihak-
pihak yang berselisih.

Fazal 6 avat [3) =/4 24 : cukup 18las

e
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LAMPIRAN Peraturan Daerah FEabupaten Jepara
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Dasa.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMBERINTAH DESA.

PETINGGI ;
| |
CARIEK '
|

i I

KAUR. EU. T
! | |
i UNSUE FELK UNSUR WIL. |
Sy T
| ! [ |
g - Bayan - Kamituwo I |

- - Ladu - Kamitowo IT
- Modin - det.

Fetengan.
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BUPATI JEFARA

Drs. BOENARTO
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